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Abstrak: Kebutuhan air bersih di wilayah Hinteland sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang sering
mengeluh akan ketersediaan air bersih untuk mereka gunakan kebutuhan sehari-hari karena kualitas dan
kekeringan saat terjadi kemarau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan optimalisasi peran
BLUD UPT Pengelolaan Air Bersih Kota Batam dalam Mengelola Air Bersih untuk Masyarakat di Daerah
Hinterland. Penelitian ini menggunakan 2 indikator yaitu Pemerintah sebagai Fasilitator dan Pemerintah sebagai
Regulator. Metode Penelitian ini mengunakan jenis pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi yang nantinya digunakan untuk validasi data secara triangulasi. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, dapat
disimpulkan BLUD UPT PAB ini sudah cukup optimal dalam menyelenggarakan pelayanan air bersih di wilayah
hinterland. Hal ini ditandai dengan penyediaan infrastruktur di wilayah hinterland dan terdapat rumah jaga untuk
staff yang bertugas tersedia disetiap wilayah yang telah memiliki pelayanan air bersih. BLUD UPT PAB selalu
menjadwalkan monitoring untuk melakukan evaluasi dan laporan untuk menyelesaikan masalah secara intens.
Namun pada bagian kondisi waduk yang mengalami kekeringan akibat curah hujan, Pimpinan pasti mengambil
langkah untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat agar pemakaiannya untuk dapat dibatasi ketika
waduk tersebut benar-benar kering dan tidak bisa diproduksi lagi itu kurang optimal karena seharusnya di beri
jadwal untuk meminimalisir kekeringan akibat kemarau.

Kata Kunci: air bersih; masyarakat hinterland; peran.

Abstract: The need for clean water in the Hinteland area is very important, but there are still many people who
often complain about the availability of clean water for their daily needs due to quality and dryness during the dry
season. The purpose of this study is to determine and explain the optimisation of the role of BLUD UPT Clean
Water Management Batam City in Managing Clean Water for Communities in Hinterland Areas. This research
uses 2 indicators, namely the Government as a Facilitator and the Government as a Regulator. This research
method uses a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation
which were later used for data validation by triangulation. Data analysis in this study used the stages of data
reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study, it can be concluded that BLUD
UPT PAB has been quite optimal in organising clean water services in the hinterland area. This is indicated by
the provision of infrastructure in the hinterland area and there is a guard house for staff on duty available in every
area that has clean water services. BLUD UPT PAB always schedules monitoring to conduct evaluations and
reports to solve problems intensely. However, in the part of the reservoir condition that is experiencing drought
due to rainfall, the Chairman must have taken steps to make an announcement to the management of the reservoir.

Keywords: clean water; hinterland communities; roles.
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PENDAHULUAN

Masalah air di dunia, terutama terkait
dengan manajemen air, merupakan isu global
yang sangat kompleks dan berdampak pada
berbagai  sektor kehidupan, termasuk
kesehatan, pertanian, industri, dan ekosistem.
Masalah tersebut meliputi pencemaran air,
distribusi air yang tidak merata, kualitas air
yang buruk, kekeringan, pengunaan air yang
berlebihan, krisis air diwilayah terpencil dan
kepulaun (Balasooriya dkk., 2023; Oelkers
dkk., 2011).

Dalam 5 tahun terakhir studi
manajemen air telah berkembang meliputi
Manajemen Air Digital dan Berbasis Data
dengan mengunakan penerapan teknologi
digital seperti Internet of Things (loT),
kecerdasan buatan (AI), dan sensor pintar
untuk memantau kualitas dan kuantitas air
secara real-time (Lowe dkk., 2022).
Penelitian lain manajemen air ialah tentang
pengolahan air limbah, termasuk penggunaan
proses oksidasi lanjutan (AOPs) dan
teknologi membran untuk menghilangkan
kontaminan seperti PFAS (Titchou dkk.,
2021). Lalu juga terdapat penelitia tentang
manajemen air dengan Teknologi Air Laut
Pendekatan baru dalam desalinasi, seperti
instalasi bawah laut yang memanfaatkan
tekanan alami untuk mengurangi konsumsi
energi dan dampak lingkungan (Kuang dkk.,
2023). Manajemen air terkini juga telah
meneliti bagaimana Desain Kota Berbasis Air
(Sponge Cities) yang mengimplementasikan
desain kota yang menyerap air hujan melalui
taman, saluran resapan, dan infrastruktur
hijau lainnya untuk mengurangi risiko banjir
dan meningkatkan kualitas air (Monachese
dkk., 2025).

Indonesia merupakan negara terluas
ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di
dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569
km? serta negara dengan pulau terbanyak ke-6
di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Pada
tingkat pertama, Indonesia terbagi atas
provinsi-provinsi, dan setiap provinsi
dikepalai oleh gubernur. Hingga saat ini,
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Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi,
sembilan di antaranya merupakan daerah
istimewa.

Wilayah kepulauan di Indonesia
tersebut mempunyai kesulitan tersendiri
dalam manajemen air yang berbeda dengan
wilayah daratan. Studi-studi saat ini tentang
manajemen air di wilayah kepulauan ialah
Pertama, desalinasi dan pengolahan air laut.
Di kepulauan, desalinasi menjadi solusi
utama untuk mengatasi masalah kelangkaan
air tawar. Teknologi desalinasi modern,
seperti  desalinasi  energi  terbarukan
(misalnya tenaga surya atau angin), semakin
banyak diterapkan di  daerah-daerah
kepulauvan (Kyriakarakos dkk., 2022).
Kedua, Manajemen Sumber Daya Air
Berbasis Komunitas. Karena keterbatasan
infrastruktur, banyak daerah kepulauan
mengadopsi pendekatan berbasis komunitas
dalam pengelolaan sumber daya air
(Crisman & Winters, 2023). Ketiga,
Pengelolaan Air Hujan. Untuk mengatasi
terbatasnya akses ke air bersih, pengelolaan
air hujan menjadi solusi penting di banyak
daerah  kepulauan. Studi-studi terbaru
memfokuskan pada perancangan
infrastruktur hijau seperti tampungan air
hujan dan pemanfaatan vegetasi untuk
membantu penyerapan air yang sangat
penting untuk meningkatkan ketahanan
ketahanan air di kepulauan yang sering
mengalami musim kemarau (Khodadad
dkk., 2023). Keempat, Pengelolaan Air
Resiliens  Terhadap Bencana  Alam.
Kepulauan rentan terhadap berbagai bencana
alam seperti banjir, kekeringan, dan badai
tropis yang mempengaruhi ketersediaan air
(Laitinen dkk., 2020). Studi terbaru juga
mengkaji bagaimana sistem manajemen air
dapat lebih resiliens terhadap bencana alam,
melalui sistem pemantauan yang canggih
dan perencanaan adaptasi Laitinen dkk.,
2020).

Di Indonesia, banyak kepulauan
menghadapi tantangan serupa terkait dengan
manajemen air, terutama yang berkaitan
dengan distribusi dan kualitas air. Penelitian
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terkait manajemen air di Kepulauan Riau,
Maluku, dan Nusa Tenggara Timur sering
menyoroti  aspek  keberlanjutan  dan
kemandirian dalam pengelolaan air bersih.
Dalam penelitian ini akan meneliti pada salah
satu provinsi di Indonesia yakni Provinsi
Kepulauan Riau, Khususnya daerah hinterland
di Kota Batam. Berdasarkan Catatan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Batam, saat pertengahan tahun 2023 jumlah
penduduk Kota Batam mencapai 1.240.792
jiwa, dengan kepadatan 1.200 jiwa/km?.
Pada tahun 1970-an Batam dibangun oleh
Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam),
kota ini awalnya hanya dihuni kurang lebih
6.000 penduduk dan dalam waktu 40 tahun
bertumbuh hingga 158 kali lipat penduduk.
Kota Batam terdiri dari beberapa wilayah
(pulau) seperti Pulau Batam, Pulau
Rempang dan Pulau Galang dan pulau-
pulau kecil lainnya yang berada di Selat
Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam,
Rempang, dan Galang yang masing-masing
wilayah  dihubungkan oleh Jembatan
Barelang. Menurut data Badan Pusat Statistik
tahun 2020, di Kota Batam terdapat sebanyak
371 pulau dengan jumlah penduduk 1.196 Juta
Jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Batam,
2021)

Dengan penduduk yang padat Kota
Batam tidak terlepas dari masalah
manajemen air meliputi kualitas air yang
tercemar, potensi kekurangan air bersih, dan
gangguan suplai air ke masyarakat. Kualitas
Air yang Tercemar seperti insiden
pencemaran air terjadi akibat gangguan pada
pompa dosing chemical di [PA Duriangkang
5, menyebabkan air berwarna hijau dan tidak
steril  terdistribusi ke rumah warga
(Ombudsman Kepri, 2024). Kebocoran pipa
juga menyebabkan kualitas air yang diterima
warga menjadi keruh dan bahkan bercacing
(Media, 2024).

Potensi kekurangan air bersih di
Batam diperkirakan akan mengalami
kekurangan air bersih jika tidak ada langkah
preventif yang diambil, dengan defisit
4.597,15 liter per detik pada tahun 2025 (Ifa,
2024). Kekurangan air bersih di Batam juga
dapat disebabkan oleh kenaikan jumlah
pelanggan juga menyebabkan defisit air

bersih sekitar 300 Ips (Humas, 2024).

Sebagai unit pelaksana teknis dari
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, BLUD
UPT PAB memiliki kedudukan strategis
dalam menjembatani fungsi pelayanan
publik dan efisiensi operasional layaknya
badan usaha. Bentuk kelembagaan BLUD
memberikan  fleksibilitas  pengelolaan
anggaran dan manajemen  sehingga
pelayanan air bersih dapat dilakukan secara
profesional namun tetap berorientasi pada
kepentingan publik, bukan semata-mata
profit.

Di wilayah hinterland, BLUD UPT
PAB berperan sebagai penyelenggara
utama penyediaan air bersih karena
perusahaan penyedia air minum swasta
seperti PT Moya Indonesia (operator SPAM
di daratan utama Batam) umumnya tidak
menjangkau wilayah kepulauan yang akses
dan infrastrukturnya terbatas.

BLUD ini mengelola infrastruktur
air bersih seperti Instalasi Pengolahan Air
(IPA) skala kecil, jaringan distribusi lokal,
dan fasilitas pengangkutan air melalui kapal
atau mobil tangki untuk menjangkau
daerah-daerah terpencil. Hal tersebut
membuat Pemerintah Kota Batam memiliki
peran pada pemenuhan  kebutuhan
masyarakat terutama dalam hal kebutuhan air
bersih diwilayah batam terutama di daerah
Hinterland. Pengelolaan air bersih dikota
batam dikelola oleh 2 pengelola, yaitu
Pertama, Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) BATAM, yang dikelola BP Batam
untuk wilayah perkotaan. Kedua, Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Pengelolaan Air Bersih (BLUD UPT
PAB) Kota Batam, yang dikelola
pemerintah Kota Batam Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang untuk wilayah Hinterland.

Tersedianya waduk yang tersebar
dibeberapa lokasi di Batam, hal ini tidak
menjadi  permasalahan  besar  bagi
pemerintah kota. Namun hal yang perlu
diperhatikan adalah sistem pengelolaannya,
jika tidak dikelola dengan baik memungkinkan
ketersediaanya menjadi terbatas. Disisi lain
permasalahan air bersih justru dialami oleh
masyarakat hinterland yang berada di Kota
Batam.
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Masih terdapat permasalahan belum
optimalnya kinerja BLUD UPT PAB yang
merata dalam penyediaan dan pemenuhan
kebutuhan air bersih di wilayah hinterland
di Kota Batam. Masih banyaknya
Masyarakat yang sering mengeluh akan
ketersediaan air bersih untuk mereka
gunakan kebutuhan sehari-hari. Salah
satunya tentang kualitas air bersih itu sendiri.
Minimnya perhatian oleh Pemerintah Kota
Batam akan pemenuhan kebutuhan
penyediaan air bersih terhadap masyarakat
dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di
beberapa tempat salahsatunya pada
masyarakat Belakang Padang.

Belakang padang merupakan salah
satu wilayah pelayanan penyediaan air bersih
yang di kelola BLUD UPT PAB Kota Batam.
Bahkan Belakang Padang ini memiliki jumlah
sambungan rumah (SR) yang paling banyak
diantara beberapa wilayah yang di kelola
BLUD UPT PAB Kota Batam yaitu dengan
jumlah 1184 SR pada tahun 2020, 1202 SR
pada tahun 2021, dan 1284 SR pada tahun
2022. Di Belakang Padang terdapat 2 jenis
pengolahan air yaitu WTP (Water
Treatment Plant) sumber air berasalah dari
air tadah huyjan dan SWRO (Sea Water
Reverse Osmosis) sumber air berasal dari air
asin yang di olah menjadi air tawar.

Sumber air baku WTP Belakang
Padang berasal dari air tadah hujan yang
dimana terdapat 2 unit waduk, dengan daya
tampung masing-masing waduk 1216.000 m3
kapasitas pengolahan terpasang 5 It/dt dan
waduk II 160.000 m3 keduanya dibangun
sejak tahun 1996, kapasitas pengolahan
terpasang sebesar 5 It/dt, pada awalnya kedua
WTP tersebut mampu memberikan pelayan
kepada 200 - 400 SL dengan jam operasi per
hari & jam sehingga seluruh pelanggan
terlayani. Dengan adanya perubahan cuaca
kemarau yang sering membuat waduk
mengalami pendangkalan dan kekeringan
sehingga tidak dapat dioperasikan. Waduk
yang mengalami kekeringan dapat di lihat
pada tabel 1.
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Tabel 1. Waduk yang Mengalami
Kekeringan Tahun 2020-2022

TAHUN |WILAYAH KETERANGAN
PELAYANAN
WTP Geranting 42 bulan
2020 | WTP Pemping +3 bulan
'WTP Belakang Padang 42 bulan
WTP Mecan +2 bulan
WTP Sembulang 43 bulan
2021 WTP Rempang Cate +4 bulan
WTP Jaloh +2 bulan
‘WTP Terong +2 bulan
022 WTP Rempang Cate 43 bulan
‘WTP Temoyong +2 bulan
WTP Geranting +1 bulan

Sumber : Data BLUD UPT PAB Kota Batam 2020-
2022, telah diolah peneliti

Namun permasalahan yang terjadi
bukan hanya permasalahan waduk yang
kering saja. Tetapi juga terdapat
permasalahan lain seperti, permasalahan yang
terjadi kualitas air. Hal tersebut di ketahui,
karena masih banyak sekali masyarakat
yang mengeluh tentang kualitas air yang di
alirkan ke pelanggan yang dimana air
tersebut keruh berwarna coklat seperti air
susu/air lumpur, bahkan air terasa lengket.
Permasalahan yang terjadi pada kondisi
tersebut disebabkan karena kurangnya stok
bahan kimia dan tidak adanya bak
penampung lumpur. Yang menyebabkan air
baku yang kembali ke waduk menjadi keruh.
Tidak adanya bak penampung lumpur
tersebut membuat pemakaian bahan kimia
menjadi cukup banyak.

Selain permasalahan diatas, ada juga
keluhan pelanggan tentang ketidaksesuaian
petugas pencatatan meteran dalam mencatat
angka pemakaian, yang menunjukkan angka
pemakaian pelanggan yang melonjak tinggi.
Dengan masih adanya persoalan penyedian
air, tentu perlu mengetahui peran BLUD
UPT PAB Kota Batam  dalam
menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan
masyarakat dalam pelayanan air bersih di
wilayah hinterland khususnya di Kecamatan
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Belakang Padang. Peran BLUD UPT PAB
tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga
berdampak pada pembangunan sosial dan
ekonomi masyarakat hinterland.
Ketersediaan air  bersth  merupakan
prasyarat penting bagi berbagai aktivitas
seperti pertanian, peternakan, industri
rumah tangga, dan pariwisata lokal. Dengan
tersedianya air bersih, masyarakat memiliki
peluang lebih besar untuk meningkatkan
taraf hidupnya.

Dari sisi pembangunan manusia,
peningkatan akses air bersih mendukung
indikator kesehatan masyarakat,
menurunkan angka kejadian penyakit diare,
dan memperbaiki angka harapan hidup.
Bagi perempuan dan anak-anak yang
biasanya bertanggung jawab mengambil air
dari sumber yang jauh, hadirnya layanan air
bersih juga berarti waktu yang lebih banyak
untuk pendidikan dan produktivitas. Di sisi
lain, BLUD juga membuka peluang kerja
lokal melalui rekrutmen tenaga teknis,
operator IPA, serta staf pendukung di
pulau-pulau. Hal ini mendukung upaya
desentralisasi ekonomi dan pemerataan
pembangunan antarwilayah.

Dari permasalahan diatas  tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui
tantangan dan menjelaskan optimalisasi peran
pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota
Batam yang dibidaningi oleh BLUD UPT
pengelolaan air bersih Kota Batam dalam
mengelola air bersih untuk masyarakat di
daerah  hinterland. Adapun kontribusi
penelitian ini diharapkan akan berkotribusi
secara teoritis dan praktis untuk studi
tentang manajemen air yang unik di wilayah
kepulauan Indonesia, yakni di Kota Batam,
Kepulauan Riau yang mempunyai
karakterstik berbeda dari wilayah lain di
Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian  kualitatif. ~Menurut Moleong
penelitian kualitatif adalah jenis metode
penelitian untuk memahami suatu masalah
yang sedang dialami oleh subjek penelitian.
Dengan menggunakan metode penelitian
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kualitatif ini bertujuan untuk mencari
kebenaran dalam Peran BLUD UPT
Pengelolaan Air Bersih Kota Batam dalam
Mengelola Air Bersih untuk Masyarakat di
Daerah  Hinterland. Lokasi  penelitian
dilakukan di kantor BLUD UPT Pengelolaan
Air Bersih Kota Batam, J1. Lingkar Sekanak,
Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan
Sekanak Raya dan Wilayah Hinterland di Kota
Batam. Pengumpulan data pada penelitian ini
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknis Analisis Data dalam
penelitian ini menggunakan teknik analisa
data kualitatif model interaktif Miles dan
Huberman (Miles dkk., 2013). Melalui
pengumpulan data, penyederhanaan data (data
reduction), penyajian data (data display),
penarikan kesimpulan (conclution drawing).
Validasi penelitian ini dengan cara triangulasi
dengan membandingkan data dari ketiga jenis
analisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pengelolaan Air di Wilayah
Hinterland Kota Batam

BLUD UPT PAB telah menjalankan
beberapa  program  konkret  dalam
penyediaan air bersih di wilayah hinterland.
Salah satu contoh keberhasilan layanan
adalah pengoperasian IPA mini di Pulau
Bulang dan Pulau Kasu yang mampu
menyuplai kebutuhan air bersih untuk
ratusan kepala keluarga. Selain itu, BLUD
juga menyediakan layanan air tangki subsidi
yang dijual dengan harga terjangkau untuk
masyarakat berpenghasilan rendah.
Program-program tersebut tidak hanya
memperluas akses terhadap air bersih, tetapi
juga berperan penting dalam meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat. Sebelumnya,
masyarakat di pulau-pulau kecil banyak
yang mengandalkan air hujan atau sumur
dangkal yang kualitasnya tidak terjamin.
Dengan hadirnya layanan air bersih dari
BLUD, risiko penyakit berbasis air dapat
ditekan secara signifikan.

Pelayanan BLUD juga didukung
dengan mekanisme pelayanan berbasis
masyarakat, seperti pembentukan kelompok
pelanggan dan pelibatan tokoh masyarakat
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setempat dalam proses distribusi dan
pengawasan. Pendekatan ini membantu
meningkatkan rasa kepemilikan (sense of
ownership) masyarakat terhadap fasilitas air
bersih dan mendorong partisipasi dalam
pemeliharaan sarana. Meskipun memiliki
peran penting, BLUD UPT PAB tidak lepas
dari berbagai tantangan dalam mengelola air
bersih di wilayah hinterland. Beberapa
tantangan utama yang dihadapi antara lain:
(1) keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi.
Banyak wilayah hinterland belum memiliki
jaringan pipa yang memadai sehingga
distribusi air masih bergantung pada
mobilisasi air tangki atau sistem perpompaan
sederhana. Selain itu, sumber air baku di
pulau-pulau kecil juga terbatas, sehingga
diperlukan teknologi pengolahan yang lebih
inovatif, seperti reverse osmosis atau
desalinasi air laut. (2) keterbatasan Anggaran
Operasional. Sebagai unit non-komersial,
BLUD UPT PAB mengandalkan pembiayaan
dari APBD Kota Batam dan pendapatan
operasional yang terbatas. Ketergantungan
terhadap subsidi menyebabkan ruang gerak
BLUD dalam memperluas layanan masih
terhambat, terutama  untuk investasi
infrastruktur baru. (3) kondisi Geografis dan
Cuaca. Wilayah hinterland yang tersebar dan
hanya dapat diakses melalui transportasi laut
menyulitkan pengangkutan air dan perawatan
infrastruktur. Selain itu, kondisi cuaca
ekstrem seperti gelombang tinggi dapat
mengganggu jadwal pengiriman air bersih.
(4) kesadaran = Masyarakat  terhadap
Konservasi Air. Meskipun pelayanan air
bersih semakin membaik, belum seluruh
masyarakat memiliki kesadaran  akan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
dan sumber air. Sosialisasi mengenai
konservasi air dan sanitasi masih perlu
ditingkatkan sebagai bagian dari program
BLUD.

Optimalisasi Peran Pemerintah sebagai
Fasilitator

Dalam hal ini BLUD UPT PAB Kota
Batam sebagai pemerintah yang memberikan
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fasilitas berupa air bersih kepada masyarakat
hinterland. Pada indikator ini dilihat
bagaimana BLUD UPT PAB Kota Batam
dalam memberikan akses pelayanan air
bersih untuk masyarakat hinterland. Terkait
kendala-kendala yang di hadapi BLUD UPT
PAB dalam menyelenggarakan perannya,
tentang bagaimana solusi dalam mengatasi
kendala-kendala tersebut. Dan bagaimana
BLUD UPT PAB dalam memberikan fasilitas
berupa kualitas air yang baik. Dan juga
pendapat masyarakat terkait fasilitas air
bersih yang diberikan BLUD UPT PAB Kota
Batam.

Gambar 1. Peta Wilayah Pelayanan Air Bersih
UPT PAB Kota Batam
WILAYAH PELAYANAN BLUD UPT PAB TAHUN 2023

Sumber: BLUD UPT Pengelolaan Air Bersih 2023,
telah di kelola peneliti

Berdasarkan gambar di atas BLUD UPT
PAB Kota Batam mengelola 32 unit
pelayanan yaitu, 24 WTP, 6 IKK dan 2
SWRO untuk 46 Pulau. Pemerintah
berupaya untuk menyediakan air bersih
khususnya untuk masyarakat di wilayah
hinterland. Salah satu caranya adalah
dengan menjaga ketersediaan kualitas air
bersih yang cukup dengan mendorong
penyediaan infrastruktur di  wilayah
hinterland. Disetiap  pulau  sudah
menyediakan infrastruktur di  wilayah
hinterland dan terdapat rumah jaga untuk
staff yang bertugas tersedia disetiap wilayah
yang telah terdapat pelayanan air bersih.

Berikut optimalisasi peran pemerintah
sebagai fasilitator di wilayah kepulauan di
Kota Batam meliputi: Pertama, Penyediaan
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Air Bersih. Pemerintah, melalui instansi
seperti BP Batam, bertanggung jawab untuk
menyediakan air bersih yang cukup dan
berkualitas bagi masyarakat. Ini mencakup
pembangunan infrastruktur seperti waduk,
instalasi pengolahan air, dan jaringan
distribusi air bersih (Humas, 2023b); Kedua,
Pengelolaan Sumber Daya Air. Pemerintah
juga berperan dalam mengelola sumber daya
air  secara  berkelanjutan,  termasuk
pemantauan kualitas air, pencegahan
pencemaran, dan pengelolaan air limbah. Ini
melibatkan kerjasama dengan berbagai
pihak, termasuk industri, masyarakat, dan
lembaga swadaya masyarakat (Humas,
2023b); Ketiga, Penanggulangan Masalah
Air. Pemerintah juga berperan dalam
menanggulangi masalah terkait air, seperti
kebocoran jaringan pipa dan masalah
kualitas air. Ini termasuk perbaikan jaringan
pipa, pengawasan kualitas air, dan
penyediaan solusi untuk mengatasi masalah
kekurangan air (Humas, 2023b); Keempat,
Peningkatan  Jaringan  Distribusi  Air.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan
jaringan distribusi air bersih, termasuk
dengan  memperkuat jaringan  pipa,
membangun inline booster pump, dan
melakukan desalinasi air laut (Humas,
2023b); Kelima, Pengendalian Pencemaran.
Pemerintah  juga berperan dalam
mengendalikan pencemaran air, terutama
dari industri dan aktivitas lainnya. Ini
melibatkan pengawasan ketat terhadap
limbah industri dan penegakan peraturan
terkait pengendalian pencemaran (Humas,
2023b); dan Keenam, Penyediaan Truk
Tangki Air. Pemerintah juga menyediakan
truk tangki air untuk mengatasi masalah
kekurangan air di Dberbagai wilayah,
termasuk di daerah hinterland seperti
Belakang Padang (Humas, 2023b).

Pemerintah juga melibatkan masyarakat
dalam upaya manajemen air, misalnya
dengan mengajak masyarakat untuk
menghemat air dan menampung air hujan.
Dengan kerjasama antara pemerintah,
masyarakat, dan berbagai pihak terkait,
diharapkan manajemen air di Kepulauan
Batam, khususnya di Belakang Padang,

dapat  berjalan  lebih  efektif dan

berkelanjutan.

Dengan banyaknya wilayah pelayanan
tentu saja terdapat permasalahan dan
kendala. Permasalahan yang terjadi pada
BLUD UPT PAB Kota Batam ini adalah
permasalahan pada waduk yang mengalami
kekeringan akibat curah hujan yang tidak
memadai, permasalahan pada kualitas air
yang keruh, tagihan pelanggan yang
melonjak tinggi, kebocoran pada pipa, dan
juga permasalahan teknis yang terjadi pada
SWRO.

Namun pada permasalahan atau
kendala-kendala tersebut terdapat
penyelesaiannya juga. BLUD UPT PAB
Kota  Batam  selalu = menjadwalkan
monitoring yang tujuannya untuk kita
mengetahui di suatu wilayah ini terdapat
permasalahan apa biar bisa melakukan
evaluasi dan laporan untuk menyelesaikan
masalah secara intens. Terkait angka
meteran yang tinggi, Mencatat meteran
sudah memakai sistem tujuannya untuk
meminimalisir dari human error si petugas
pencatat meteran. Dan pencatatan meteran
menggunakan aplikasi tidak menggunakan
manual lagi, meteran pelanggannya di foto
dan di uploud ke sistem untuk bisa dapat di
crosscheck kebenarannya. Mereka juga
langsung melakukan koordinasi ke staf
operator distribusi untuk segera di check
kerumah  pelanggan  yang  terdapat
permasalahan tersebut. Ketika angka
meterannya sesuai mereka pasti mengecheck
dulu apakah terjadi kebocoran pada pipa
atau sambungan rumah tersebut atau
meterannya yang rusak jika memang terjadi
kebocoran atau meteran yang rusak, maka
petugas akan segera melakukan perbaikan
pada sambungan rumah tersebut.

Terkait waduk yang terjadi kekeringan,
karena sumber airnya sendiri berasal dari air
hujan maka BLUD UPT PAB akan
memberikan pengumuman kepada
masyarakat agar pemakaiannya untuk dapat
dibatasi. Terkait SWRO sendiri, karena
masih serah terima kelola jadi BLUD UPT
PAB hanya melakukan operasional dan asset
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ini masih punya kementerian jadi mereka
masih melakukan perawatan-perawatan
yang dapat kita lakukan. Misalnya ada
kerusakan yang berat kita harus ke
kementrian dulu mengajukan dan dalam
pengoptimalisasi tidak bisa setiap tahun
paling tidak ada jeda setahun jadi misalnya
per dua tahun karena biayanya cukup besar.
Terkait kualitas air, Langkah-langkah
supaya kualitas airnya sesuai standar,
mereka  setiap  harinya  melakukan
pengecekan kualitas air, dan itu dilakukan
secara berkala, seperti pembubuhan bahan
kimia yang sesuai standar terus
pengecheckan kualitas air itu selain air
bakunya juga kita cek di pipa distribusinya
coba mengambil sample air dirumah warga
untuk di cek apakah sudah sesuai dengan
standart.

Optimalisasi Peran Pemerintah sebagai
Regulator

Sebagai regulator terdapat beberapa
peran pemerintah di Kota Batam untuk
menangani masalah manajemen air di daerah
kepulauan terutama di daerah Belakang
Padang, dengan fungsi utama memastikan
ketersediaan air bersih, pengendalian
pencemaran air, dan penggunaan air yang
berkelanjutan.  Peran  ini  mencakup
penyusunan regulasi, pengawasan, dan
koordinasi berbagai pihak terkait. Berikut
beberapa peran spesifik pemerintah sebagai
regulator dalam manajemen air di Batam.
Pertama,  Penyusunan  Regulasi  dan
Kebijakan. Pemerintah menyusun regulasi
dan kebijakan yang mengatur penggunaan
air, baik untuk kebutuhan domestik, industri,
maupun pertanian. Regulasi ini meliputi
standar kualitas air, izin penggunaan air, dan
sanksi bagi pelanggaran (Humas, 2023a).

Kedua, Pengawasan Kualitas Air,
Pemerintah melakukan pengawasan kualitas
air, baik air permukaan maupun air tanah,
untuk  memastikan bahwa air yang
digunakan memenubhi standar kesehatan dan
lingkungan. Pengawasan ini dilakukan
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melalui  pemantauan rutin, pengujian
laboratorium, dan tindakan korektif jika
ditemukan pencemaran (Humas, 2023a).

Ketiga, Pengendalian Pencemaran Air.
Pemerintah mengambil langkah-langkah
untuk mencegah dan mengendalikan
pencemaran air, seperti dengan mengatur
pembuangan limbah industri, penggunaan
pestisida, dan pengelolaan sampah. Regulasi
yang lebih ketat dan sanksi yang tegas dapat
mendorong pelaku usaha untuk lebih
bertanggung jawab dalam pengelolaan air
(Humas, 2023a).

Keempat, Pengelolaan Sumber Daya
Air, Pemerintah mengelola sumber daya air,
termasuk  waduk dan sungai, untuk
memastikan ketersediaan air yang cukup
bagi seluruh masyarakat dan sektor industri.
Hal ini  dapat dilakukan  melalui
pembangunan infrastruktur air, pengelolaan
irigasi, dan pengelolaan lahan basah
(Humas, 2023a).

Kelima, Koordinasi Antar  Pihak
Terkait. Pemerintah berperan sebagai
koordinator antara berbagai pihak terkait,
seperti ~ pemerintah  daerah,  Badan
Pengusahaan Kawasan Industri (BP Batam),
perusahaan air bersih, dan masyarakat, untuk
memastikan pengelolaan air yang terpadu
dan berkelanjutan. Koordinasi ini dapat
dilakukan melalui forum diskusi, rapat
koordinasi, dan kerja sama lintas sector
(Humas, 2023a).

Keenam, Penyediaan Air Bersih,
Pemerintah memastikan ketersediaan air
bersih yang cukup dan terjangkau bagi
seluruh masyarakat, terutama di daerah
Belakang Padang yang mungkin lebih rentan
terhadap kekurangan air. Ini dapat dilakukan
melalui pembangunan infrastruktur air
bersih, peningkatan kapasitas produksi air
bersih, dan pemberian subsidi bagi
masyarakat yang tidak mampu (Humas,
2023a).

Ketuju,  Pengembangan  Teknologi
Pengolahan Air. Pemerintah mendorong
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pengembangan teknologi pengolahan air
yang efisien dan ramah lingkungan untuk
mengatasi tantangan kekurangan air dan
pencemaran air. Hal ini dapat dilakukan
melalui penelitian, pengembangan inovasi,
dan kerjasama dengan lembaga penelitian
dan perguruan tinggi (Humas, 2023a).

Kedelapan, Peningkatan Kesadaran
Masyarakat. Pemerintah  meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya
pengelolaan air yang baik dan berkelanjutan,
melalui kampanye informasi, edukasi, dan
sosialisasi. Masyarakat perlu memahami
pentingnya penggunaan air yang bijaksana,
pencegahan pencemaran, dan pelaporan
pelanggaran (Humas, 2023a).

Dalam hal ini BLUD UPT PAB Kota
Batam sebagai Regulator yang dimaksud
adalah ketentuan atau peraturan yang
terdapat pada pelayanan BLUD UPT PAB
ini seperti mengenai tugas dan fungsinya,
ketentuan tarif yang harus di kenakan oleh
pelanggan, dan persyaratan untuk pelanggan
yang ingin melakukan pemasangan
sambungan rumah (SR).

Pada pelaksanaan pelayanan air bersih
ini BLUD UPT PAB Kota Batam ini selalu
melakukannya berdasarkan Perwako nomor
47 tahun 2018. Yang dimana dalam Perwako
ini terdapat tugas dan fungsi dari BLUD
UPT PAB yaitu bertugas melaksanakan
pelayanan umum air bersih, dengan
melakukan bisnis yang sehat, dengan tetap
menjaga dalam hal pengelolaan keuangan
BLUD dan menetapkan organisasi untuk
melaksanakan dan akuntabilitas dengan
prinsip efisien dan efektif. BLUD UPT PAB
menyelenggarakan tugas-tugasnya yang
diantaranya adalah urusan air baku, urusan
produksi, urusan  distribusi,  urusan
pelayanan, dan urusan pengelolaan. Serta
BLUD UPT PAB bertugas untuk
merencanakan dan melaksanakan rencana
dan program proses pengadaan termasuk
pelaksanaan  konstruksi yang menjadi
tanggung jawab BLUD UPT PAB serta

pengoperasian, pemeliharaan dan
rehabilitasi.
Peraturan tariff dan persyaratan
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pemasangan SR itu ditulis dalam Perwako
nomor 46 tahun 2017. Yang dimana pada
tariff itu di bedakan berdasarkan kelompok
pelanggan seperti rumah tangga dan instansi
pemerintah itu berbeda tariffnya. Dan juga
tariff air bersih dan tariff air SWRO itu
berbeda. Untuk pemasangan itu juga ada
beberapa syarat yang berbeda antara
pemasangan baru dan pemasangan kembali
terutama pada tariff pemasangannya.
Pemasangan baru itu untuk orang yang baru
saja mendaftar agar dilakukan pemasangan
SR sedangkan pemasangan kembali untuk
orang yang sudah diputuskan SRnya karena
tidak membayar lalu ingin memasang lagi
Srnya.

Diskusi

Dari temuan terhadap tantangan
seperti seperti keterbatasan infrastruktur dan
teknologi, keterbatasan anggaran
operasional, kondisi geografis dan cuaca, dan
kesadaran masyarakat terhadap konservasi air
di wilayah kepulauan. Tantangan air bersih di
wilayah kepulauan tersebut juga dialami
diberbagai belahan dunia lainnya. Menurut
Kumar (2012) juga dialami di pulau-pulau
Fiji yang mengalami tantangan utama
pengelolaan air termasuk distribusi sumber
daya air tawar yang tidak merata, struktur
tarif yang tidak memadai yang menyebabkan
pendapatan yang tidak mencukupi untuk
pemeliharaan, dan infrastruktur yang menua
yang  menyebabkan  kebocoran  dan
inefisiensi. Lalu dipulau-pulau di Caribia
menurut Cashman (2014) juga banyak
menghadapi tantangan seperti eksploitasi air
tanah yang berlebihan, polusi, dan intrusi
garam mengancam kualitas dan ketersediaan
air. Selain itu, tingginya tingkat air yang
tidak  diperhitungkan, urbanisasi, dan
perubahan  demografis  meningkatkan
permintaan, sementara perubahan iklim
memperburuk  masalah  ini  melalui
perubahan pola curah hujan dan kenaikan
permukaan laut, yang semakin mempersulit
pengelolaan sumber daya air. Selain itu di
China yang dalam studi ini di kepulauan
Kinmen tantangan pengelolaan air berupa
kapasitas penyimpanan yang kecil dan
kualitas air yang buruk, energi dan
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kemampuan teknis yang tidak mencukupi,
biaya produksi dan pemeliharaan yang tinggi,
dan kualitas air laut yang memburuk (Chen,
2025).

Lalu temuan lain dari penelitian ini
ialah peran pemerintah sebagai dan
fasilitator dan regulator dalam penelitian
telah dilakukan dengan optimal dengan
dibuktikan dari infrastruktur, pelayanan,
monitoring dan evaluasi jika terdapat
permasalahan. Hal ini ternyata juga
dilakukan di Ecuador, dimana pemerintah
memainkan  peran  penting dalam
mengoptimalkan  pengelolaan air  di
Kepulauan Galapagos dengan
mengkoordinasikan upaya di antara berbagai
pemangku kepentingan melalui Sekretariat
Air Nasional (SENAGUA) dan Dewan
Pemerintahan Rezim Khusus Galapagos
(CGREG) (Re dkk., 2023). Lembaga-
lembaga ini bertanggung jawab atas
pengelolaan sumber daya air, melaksanakan
inisiatif air dan sanitasi, dan menentukan
pedoman untuk pengelolaan air (Re dkk.,
2023). Selain itu, Taman Nasional
Galapagos (PNG) mengawasi pemantauan
kualitas air dan penilaian dampak
lingkungan, memastikan praktik
berkelanjutan dan perlindungan sumber
daya air lokal (Re dkk., 2023).

Optimalisasi  peran  Pemerintah
memainkan peran penting menurut studi
yang dilakukan oleh Santamarta dkk., (2024)
dalam mengoptimalkan pengelolaan air di
Kepulauan Canary dengan menerapkan
strategi pemulihan biaya yang selaras
dengan prinsip 'pencemar membayar'. Lalu
di Portugal menurut Cruz & Soares (2018)
memang benar Pemerintah memainkan
peran penting dalam mengoptimalkan
pengelolaan air di  Azores dengan
mengawasi sumber daya air tanah melalui
Direktorat Regional untuk Lingkungan
Hidup. Badan ini bertanggung jawab untuk
perencanaan, perlindungan, dan penerapan
kerangka hukum untuk pengelolaan air tanah
di sembilan pulau. Ini beroperasi dalam
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sistem yang terintegrasi secara vertikal,
memastikan bahwa tata kelola air tanah
efektif.

Lalu di Vietnam peran pemerintah
juga sangat penting dalam mengoptimalkan
pengelolaan air di Pulau Con Dao dengan
berinvestasi dalam infrastruktur pasokan air,
meningkatkan dan membangun waduk baru,
dan memobilisasi sumber daya untuk
sumber air tawar alternatif seperti air hujan
dan air laut yang didesalinasi (Nguyen dkk.,
2021). Tindakan ini sangat penting untuk
meningkatkan ketahanan pasokan air di
wilayah kepulauan kecil.

Namun beberapa peneliti memberi
rekomendasi bawah dalam manajemen air
tersebut pemerintah harus memprioritaskan
kemitraan antara industri  pariwisata,
komunitas lokal, dan otoritas nasional untuk
memastikan keberlanjutan manajemen air di
wilayah kepulauan (Crisman & Winters,
2023; Cruz & Soares, 2018). Lalu
optimalisasi ini juga harus mengembangkan
kebijakan dan peraturan air yang eksplisit
berdasarkan prinsip-prinsip Pengelolaan
Sumber Daya Air Terpadu yang dirancang
sesuai dengan kebijakan air nasional
(Cashman, 2014).

Kontribusi teoritis penelitian ini
mengenai  peran pemerintah  sebagai
fasilitator dan regulator manajemen air di
Kepulauan Belakang Padang, Kota Batam
yang dapat memberikan pemahaman yang
lebih  mendalam tentang bagaimana
kebijakan dan peraturan pemerintah dapat
mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan
sumber daya air di daerah kepulauan yang
memiliki tantangan geografis dan sosial
tertentu. Beberapa kontribusi teoritis yakni
Pertama, penelitian ini dapat memperkaya
teori manajemen sumber daya alam dengan
menunjukkan bagaimana pengelolaan air di
wilayah kepulauan memiliki tantangan
khusus, terutama terkait dengan keterbatasan
sumber daya air tawar, serta kerentanannya
terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
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Pendekatan  yang  diterapkan  untuk
mengelola air di kepulauan Belakang
Padang dapat menambah perspektif baru
dalam teori manajemen SDA yang lebih
memperhatikan kondisi ekosistem
kepulauan yang unik. Kedua, penelitian ini
dapat memberikan wawasan lebih lanjut
tentang bagaimana konsep-konsep dalam
teori manajemen sumber daya alam
diterapkan dalam konteks kepulauan.
Khususnya, bagaimana peran pemerintah
sebagai fasilitator dan regulator dalam
menjaga keseimbangan antara kebutuhan
manusia dan kelestarian lingkungan melalui
kebijakan yang efektif dalam pengelolaan
air; Ketiga. penelitian ini dapat memperkaya
pemahaman tentang peran pemerintah dalam
kebijakan publik, khususnya dalam sektor
manajemen  air.  Sebagai fasilitator,
pemerintah berperan dalam menyediakan
infrastruktur, pendidikan, dan sumber daya
untuk mendukung pengelolaan air yang
berkelanjutan. Sebagai regulator,
pemerintah  bertanggung jawab untuk
menetapkan dan menegakkan kebijakan
yang melindungi hak masyarakat atas akses
air bersih, serta mengatur penggunaan air
secara efisien dan berkelanjutan.

Sedangkan  kontribusi  praktis
penelitian ini tentang rekomendasi kebijakan
pemerintah  dalam  pengelolaan  air.
Penelitian ini dapat memberikan dasar yang
kuat bagi pemerintah daerah untuk
merumuskan kebijakan yang lebih efektif
dalam mengelola sumber daya air di
kepulauan. Dengan  mengidentifikasi
tantangan utama, seperti keterbatasan
sumber daya air, kualitas air yang buruk, dan
infrastruktur  yang kurang memadai,
penelitian ini dapat memberikan
rekomendasi kebijakan yang lebih tepat
sasaran, seperti Pengembangan Infrastruktur
Air yang Berkelanjutan yang
merekomendasi untuk membangun
infrastruktur air yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan, seperti sistem pengolahan air
hujan dan desalinasi menggunakan energi
terbarukan.  Rekomendasi  lain  ialah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Air
yang Terpadu (IWRM) melalui penyusunan
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kebijakan yang mengintegrasikan semua
sektor (pertanian, industri, domestik) dalam
pengelolaan  air secara efisien dan
berkelanjutan. Rekomendasi lainnya ialah
Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air di Kepulauan. Penelitian ini
memberikan kontribusi langsung dalam
penyusunan rencana jangka panjang untuk
pengelolaan sumber daya air di Kepulauan
Belakang Padang. Dengan menganalisis
tantangan  spesifik, penelitian  dapat
menghasilkan rencana yang mencakup hal-
hal seperti rencana pengelolaan air bersih
dan perencanaan sistem penampungan dan
distribusi air.

Kontribusi praktis dari penelitian
mengenai  peran pemerintah  sebagai
fasilitator dan regulator dalam manajemen
air di Kepulauan Belakang Padang, Kota
Batam dapat memberikan solusi dan
rekomendasi  yang  dapat  langsung
diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan
air di daerah tersebut.

Pertama, Perumusan Kebijakan
Pengelolaan Air yang Efektif. Penelitian ini
dapat membantu pemerintah daerah dalam
merumuskan kebijakan pengelolaan air yang
lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal.
Dengan menggali tantangan yang dihadapi
oleh masyarakat setempat, penelitian dapat
memberikan rekomendasi untuk kebijakan
yang lebih responsif terhadap kebutuhan air
bersih dan keberlanjutan lingkungan di
Kepulauan Belakang Padang.

Kedua, Pengembangan Infrastruktur
Air yang Lebih Baik. Sebagai fasilitator,
pemerintah ~ dapat  berperan  dalam
menyediakan dan mendanai infrastruktur air
yang lebih baik, seperti sistem pengolahan
air, penyimpanan air hujan, dan sistem
distribusi air bersih. Penelitian ini dapat
memberikan wawasan mengenai desain dan
kebutuhan infrastruktur yang sesuai untuk
Kepulauan Belakang Padang.

Ketiga, Evaluasi Dampak Kebijakan
dan Program Pemerintah. Penelitian ini
dapat membantu mengevaluasi dampak dari
kebijakan dan program pemerintah yang
sudah diterapkan dalam pengelolaan air di
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Kepulauan Belakang Padang. Ini akan
memberikan informasi berharga bagi
perbaikan kebijakan dan strategi di masa
depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan  sebagai  berikut  bahwa
pengelolaan air di hinterland kota Batam
memiliki  beberapa  tantangan  seperti
keterbatasan infrastruktur dan teknologi,
keterbatasan anggaran operasional, kondisi
geografis dan cuaca, dan kesadaran
masyarakat terhadap konservasi air. Namun
ada beberapa optimalisasi peran yang
dilakukan pemerintah yakni Pertama, BLUD
UPT PAB ini sudah cukup optimal dalam
memfasilitasi pelayanan air bersih di
wilayah hinterland. Hal ini ditandai dengan
penyediaan  infrastruktur di  wilayah
hinterland dan terdapat rumah jaga untuk
staff yang bertugas tersedia disetiap wilayah
yang telah memiliki pelayanan air bersih.
Pimpinan juga berkomunikasi secara intens
kepada staf yang ada di setiap wilayah
pelayanan dan selalu menjadwalkan
monitoring yang tujuannya untuk kita
mengetahui di suatu wilayah ini terdapat
permasalahan apa biar bisa melakukan
evaluasi dan laporan untuk menyelesaikan
masalah secara intens. Kekurangannya
adalah mereka tidak memiliki jabatan
fungsional pada bagian koordinator produksi
dan distribusi. Kedua, pada pemerintah
sebagai regulator pelaksanaan pelayanan air
bersih ini BLUD UPT PAB Kota Batam ini
juga sudah  selalu  melakukannya
berdasarkan Peraturan Walikota Batam No.
47 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola
Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD)
Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Batam. Dan pada
aturan tetang tariff dan persyaratan
pemasangan terdapat pada Peraturan Wali
Kota Batam No. 46 Tahun 2017 tentang tarif
jasa layanan umum daerah BLUD UPT
Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya
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dan Tata Ruang. Jadi dari segi aturan BLUD
UPT PAB ini mengeluarkan aturan-aturan
yang telah di atur pada perwako tersebut.
Dan berdasarkan 5 informan dimana
informan tersebut adalah masyarakat. 5
informan tersebut mengatakan bahwa
BLUD UPT PAB ini sudah menjalankan
tugas dan fungsinya dengan baik serta
memberikan tarif yang sesuai.

Kontribusi penelitian ini secara empiris
pada studi tentang manajemen air yang unik
di wilayah kepulauan Indonesia, yakni di
Kota Batam, Kepulauan Riau yang dimana
peran pemerintah mampu memfasilitasi
permalasahan air bersih dengan membangun
infrastruktur pengelolaan air.

Adapun saran penelitian kedepan ialah
studi tentang perilaku masyarakat dalam
tatakelola pengunaan air yang diharapkan
pengaturan jadwal penggunaan air bagi
wilayah yang memiliki pelayanan air bersih
waduk, hal ini berguna untuk mencegah
terjadinya pemborosan penggunaan air,
sehingga bisa meminimalisir jika terjadi
pada musim kemarau. Lalu menarik juga
untuk  meneliti bagaimana kolabarasi
governance yakni kemitraan antara industri
pariwisata, komunitas lokal, dan otoritas
pemerintah untuk memastikan keberlanjutan
manajemen air di wilayah kepulauan
khususnya di Kota Batam.
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